WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

Menimbang : a.

Mengingat

—_

KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam
pelaksanaan penempatan uang milik pemerintah daerah yang
sementara belum digunakan menjadi deposito dan/atau investasi
jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan
daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 42
Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota
Yogyakarta;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010
tentang Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta;

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 53, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor
859);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



Menetapkan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang

Mekanisme Pengelolaan Deposito Kota Yogyakarta (Berita Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2010 tentang Mekanisme
Pengelolaan Deposito (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 42)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD) dibantu Tim Teknis melakukan evaluasi dan proyeksi pendapatan dan
kebutuhan belanja untuk menentukan :

a. Jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum
Daerah sampai dengan akhir periode evaluasi;



b. Jumlah dana yang sementara belum digunakan (idle cash) sampai dengan
akhir periode evaluasi yang dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan
jangka pendek; dan

c. Bank umum yang dipilih menerima penempatan dana sebagai deposito
dan/atau investasi jangka pendek.

(2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih berdasarkan
analisis :

a. Tingkat suku bunga yang ditawarkan;

b. Kesehatan bank yang tercermin pada rasio keuangan yang menunjukkan
kinerja bank bersangkutan; atau

c. Pertimbangan lain yang menjadi alasan pemilihan Bank.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Agustus 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 68



